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Telah diuji pada t80ggal 12 J~li 1996. 
Tim penguj i memo hul<U1ll 
1. Kctua Woer,janJngsih. S.H. t MS. 
2. Sekretaris T1 11y. A. A. numpen, S .11 .• 
3. Anggota: 1. M. Zaidun, S.H. 
2. Sempe Randa Tumanan, 
~5-=(:s3. Made Darma Weda. S.H .. MS. . .. . .. . . ,. .. .. . . 
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dalam art! mendapatkan bagian dar! hasil suatu benda yang 
diperoleh dar! hasil kejahatan. 
Jadi perbuatan Lole menerim8 uang hasil pell,jualan 
televisi yang diperoleh dar! hasil penagihan hutang dengan 
cara paksa guna pelunasan suatu pinJaman tersebut dapat 
di tuntut m('Il11l'ut hukllm (>idana herdusul'kan (.Hlsal I{80 angku 
ke-2 KUHP tentang tindak pidana penadahan. 
V. 	 KESIMPULAN DAN SARAN 
1. 	Kesimpuian 
n. 	Penagihan hutang yang dilakukan secara paksa 
dpngan menggunakan aocaman kekerasan atau dengan 
kekerasan merupakan bentuk perbuatan pidana 
walaupun antarakreditur dengan debiturnya 
tersebut dalam hubungan keperdataan yang sah. 
Pel'buatan tersebut masuk dalam perbuatan pidana 
pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat 1 
KUHP. 
b. 	 Perbuatan yang dilakukan oleh George Ombeng 
alias Edy tersebut bukan merupakan bentuk 
concursus atau perbarengan karena perbuatan 
tidak terbukti melanggar pasal 378 KUHP tetap.i 
hanya pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan. 
Jadi bukan concursus antara pemerasan dengan 
penipuHn. 
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c. 	Perbuatan menerima suattl barang ( benda) atau 
menarlk keuntungan dari hasil suatu benda yang 
diperoleh dar! keJahatan werupakan perbuatan 
pidllna yang melanggar pasal 480 KUHP tellt.ang 
tindak pidana penadahan. 
Saran 
·a. Perlu diberlkan perllndungan bagi debitur­
debitur dari tindakan-tindakan seorang kredltur 
yang bersikap sewenang-wenang dan suka 
menggunakan cara-cara kekerasan dalam menagih 
htl tang-hutangnya. 
b. 	Penagihan secara paksa dapat dilakukan melalui 
jalur hukum yaitu dengan bantuan petugas yang 
ber\\la,jib (polisi). 
c. 	Unsur memaksa dengan kekerasan atau aneaman 
kekerasan scbagaimana yang dikehendaki pasal 368 
ayat 1 KUHP tersebut tidak hanya kekerasan 
seperti yang diatur dalam pasal 89 KUHP saja 
tetapi juga perbuatan lain yang mas uk dalam 
pengertian an~aman kekerasan yaitu suatu per­
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